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ABSTRAK 

Risna Arinda, 1910841027, Implementasi Peraturan Walikota Padang 

Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak dalam Upaya 

Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan di Kota Padang, 

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Andalas, Padang, 2023. Dibimbing oleh: Kusdarini, S.IP, M.PA 

dan Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP., Skripsi ini terdiri dari 190 halaman 

dengan referensi 9 buku teori, 4 buku metode, 1 skripsi, 7 jurnal, 1 

Perundang-undangan, 1 Peraturan Daerah, 2 Peraturan Walikota, 11 

dokumen dan 5 website internet. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi 

Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak 

dalam Upaya Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan di Kota 

Padang. Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

Atas Anak merupakan peraturan yang ditetapkan sebagai amanat dari Peraturan 

Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan 

Anak untuk membuat peraturan mengenai pembinaan atas anak dalam bentuk 

Peraturan Walikota. 

Untuk menganalisis hasil dan temuan penelitian dilakukan dengan 

menggunakan model implementasi Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang 

terdiri dari dua variabel yaitu compliance (kepatuhan) dan what’s happening? 

(apa yang terjadi). Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur kepada informan yang 

dipilih secara purposive sampling, mengumpulkan dokumentasi di lapangan dan 

melakukan observasi kegiatan. 

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses 

Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Atas Anak dalam upaya Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Korban 

Kekerasan di Kota Padang belum berjalan dengan baik. Walaupun Pemerintah 

Kota Padang sudah berupaya untuk menjamin tercapainya tujuan dengan 

menyediakan fasilitas dan instrumen pendukung lainnya masih terdapat beberapa 

kendala seeprti perbedaan pemahaman antara implementor yang menyebabkan 

implementor tidak mengetahui kedudukannya dalam kebijakan. Perbedaan 

pemahaman ini membuat implementor menunjukkan sikap tidak patuh terhadap 

kebijakan sehingga tidak semua kegiatan berjalan dengan optimal di samping itu 

juga terdapat kendala anggaran yang minim. Kompleksnya program yang 

menuntut keterlibatan banyak pihak namun tidak diakomodasi dengan koordinasi 

dan kolaborasi yang baik karena aktor tidak tahu kedudukannya dalam kebijakan 

berakibat pada terciptanya ketiadaan hierarki. Selain itu, faktor-faktor tidak 

terkendali di masyarakat karena kurangnya pemahaman dan sikap masyarakat 

yang tidak peduli dengan kekerasan terhadap di lingkungannya dan kurangnya 

dukungan dari orang tua korban itu sendiri membuat peraturan ini tidak berjalan 

dengan baik. 

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Walikota, Pembinaan, Rehabilitasi, 

Kekerasan Terhadap Anak.  



viii 
 

 

ABSTRACT 

Risna Arinda, 1910841027, Implementation of the Mayor of Padang 

Regulation Number 55 of 2017 concerning the Development of Children in 

the Development and Rehabilitation of Children Victims of Violence in the 

City of Padang, Department of Public Administration, Faculty of Social and 

Political Sciences, Andalas University, 2023. Supervised by: Kusdarini, S.IP, 

M.PA and Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP., This thesis consists of 190 pages 

with references to the theory of 9 books, 4 method books, 1 thesis, 7 journal, 

1 law, 1 Regional Regulation, 2 Mayoral Regulations, 11 documents and 5 

internet website. 

This study aims to identify and describe the implementation of Mayor of 

Padang Regulation Number 55 of 2017 concerning the Development of Children 

in the Development and Rehabilitation of Children Victims of Violence in the 

City of Padang. Padang Mayor Regulation Number 55 of 2017 concerning the 

Development of Children is a regulation that was stipulated as a mandate from the 

Regional Regulation of the City of Padang Number 2 of 2012 concerning the 

Development and Protection of Children to make regulations regarding the 

development of children in the form of a Mayor Regulation. 

To analyze the results and research findings, it was carried out using the 

Randall B. Ripley and Grace A. Franklin implementation model which consisted 

of two variables, namely compliance and what's happening? The process of 

collecting research data was carried out using data collection techniques through 

unstructured interviews with selected informants by purposive sampling, 

collecting documentation in the field and observing activities. 

Based on the results and findings of the research, it can be concluded that the 

process of implementing Padang Mayor Regulation Number 55 of 2017 

concerning the Development of Children in the Development and Rehabilitation 

efforts of Children Victims of Violence in the City of Padang has not gone well. 

Even though the Padang City Government has made efforts to ensure the 

achievement of objectives by providing facilities and other supporting 

instruments, there are still several obstacles such as differences in understanding 

between implementers which cause implementers not to know their position in the 

policy. This difference in understanding makes implementers show non-

compliance with policies so that not all activities run optimally and there are also 

minimal budget constraints. The complexity of the program which requires the 

involvement of many parties but is not accommodated with good coordination and 

collaboration because the actors do not know their position in the policy results in 

the creation of an absence of hierarchy. Apart from that, uncontrollable factors in 

society due to a lack of understanding and attitudes of people who do not care 

about violence against those in their environment and a lack of support from the 

parents of the victims themselves mean that this regulation does not work well. 

 

 

Key words: Implementation, Mayor Regulations, Guidance, Rehabilitation, 

Violence Against Children.  


